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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XIX/2021 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG CIPTA KERJA 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 

25 JANUARI 2022 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2022, pukul 11.04 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 

11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 64/PUU-

XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 64/PUU-XIX/2021, 

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PARA PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 11/2020 diajukan oleh Perhimpunan Dokter 

Hewan Indonesia, drh Jeck Ruben Simatupang, drh. Dwi Retno Bayu Pramono, 

Deddy Fachruddin Kurniawan, drh.H, drh. Oky Yosianto Christiawan, dan 

Desyanna, dalam hal ini diwakili oleh Putu Bravo Timothy, S.H. ,M.H. dkk., 

kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam They 

Partnership, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU 11/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 34 Angka 16 ayat 

(2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang berketentuan sebagai 

berikut: 

 

Pasal 34 

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah sebagai 
berikut: 
16.  Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) … 

(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat. 

(3) … 

17.  Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

(2) … 

(3) …” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 11/2020 

dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat 

(1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 

dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat 

(1) UU 11/2020 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10]  Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 

Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

 Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu 

menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus 

pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUUXVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya 
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menyatakan:  

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat 
diterima;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan 
Pemohon VI untuk sebagian;  

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang 105 tidak dimaknai “tidak dilakukan 
perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;  

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih 
tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai 
dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
putusan ini;  

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan 
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan 
ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak 
dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;  

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk 
undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal 
atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku 
kembali;  

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula 
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan 
putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 
mestinya;  

8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.  

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) 

orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), 
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yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim 

Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. 

 

[3.11]   Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a 

quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah 

inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan 

sebab 106 UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon 

tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada 

perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 

(dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena 

dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya 

perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-

undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan 

untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan 

berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana 

baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon 

menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan 

a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. 

 

[3.12]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon prematur 

maka terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a quo tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut. 

  

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang menyatakan permohonan Para 

Pemohon tidak dapat diterima sepanjang pengujian Pasal 34 Angka 16 ayat (2) 

dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 11/2020  mengandung arti bahwa ketentuan 
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pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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